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Moto

“Kendaraan anda berasapkan uang pajak”

Sumber : www.secontoh.com
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Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau 

penguasaan kendaraan bermotor.Kendaraan bermotor adalah semua 

kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis 

jalan darat,dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan 

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Praktek Kerja Nyata yang penulis lakukan ini bertujuan agar penulis 

dapat memahami Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 

Empat (Plat Merah) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten 

Jember.Dari hasil Laporan Praktek Kerja Nyata mendapat kesimpulan 

bahwa Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat 

(Plat Merah) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember

dilaksanakan menurut Peraturan Daerah yang berlaku.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 

Januari 2010 menandai reformasi perpajakan daerah dan retribusi daerah di 

Indonesia. Reformasi tersebut dilakukan dengan menambah satu jenis pajak 

provinsi dan empat jenis pajak kabupaten/kota serta empat jenis retribusi 

yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber 

penerimaan yang dapat diandalkan. Dewasa ini, pajak daerah terdiri dari 

berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan 

masyarakat. Demikian pula dengan retribusi daerah. Masing-masing jenis

pajak dan retribusi daerah memiliki objek,subjek,tarif dan berbagai 

ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak 

atau retribusi daerah lainnya.

Tema perpajakan yang dilaksanakan pada program Praktek Kerja Nyata 

(PKN) ini membahas tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayarkan 

oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember. Pelaksanaan 

Praktek Kerja Nyata ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah) oleh 

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.

Alasan melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Perkebunan dan 

Kehutanan Kabupaten Jember karena ingin mengetahui bagaimana 

pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (plat 

merah) yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten 

Jember.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas penulis akan membahas 

laporan tugas akhir yang berjudul “Mekanisme Pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah) pada Dinas 

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember”.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Umum Tentang Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (Resmi, 2013: 1),  Pajak adalah iuran kepada 

kas negara berdasarkan undang-undang  (yang dapat dipaksakan) dengan 

tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar umum. Sedangkan 

menurut S.I.Djaja Diningrat (Resmi, 2013: 1), Pajak adalah sebagai suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 

disebabkan suatu keadaan tertentu, kejadian dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak 

ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara 

kesejahteraan umum (Pasal 1 angka UU KUP).

2.1.2. Ciri-ciri Pajak 

Ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi secara umum adalah :

a. Terpisah-pisah tidak ada kodifikasi, disebabkan adanya beberapa

pembuat Undang-Undang pajak (Seperti adanya pajak pusat dan pajak

daerah).

b. Karena sifatnya sendiri tidak membantu terciptanya suatu kodefikasi,

dengan adanya perubahan/penambahan Undang-Undang disebabkan

karena usaha untuk menyesuaikan perkembangan dalam masyarakat

khususnya di bidang ekonomi. Suatu peraturan pajak itu benar apabila

peraturan itu dapat mengikuti perkembangan masyarakat dalam bidang

ekonomi dan sosial, di samping adanya delegasi wewenang pada pejabat

lain. Wewenang dalam hal ini ialah wewenang pembuat Undang-Undang

yang didelegedir pada Menteri Keuangan tapi hanya terbatas pada

ketentuan formal saja dan tidak boleh menyimpang dari jiwa Undang-

Undang itu sendiri.
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2.1.3 Fungsi Pajak

a. Fungsi Budgetair  adalah pemungutan pajak didasarkan dengan tujuan

memenuhi apa yang diperlukan anggaran penerimaan negara.

b. Fungsi Mengatur adalah pemungutan pajak didasarkan dengan

memperhatikan keadaaan sosial ekonomi dalam masyarakat.

2.1.4 Pembagian Hukum Pajak

1. Hukum Pajak Material

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa

hukum yang harus dikenakan pajak. Seperti: Timbulnya pajak, besarnya 

utang pajak, hapusnya utang pajak, hubungan antara permerintah dan wajib 

pajak.

Juga termasuk didalamnya : Peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan 

pajak, denda-denda dan hukum-hukum, cara-cara tentang pembebasan 

pajak, pengembalian pajak dan memberi hak tagihan utama kepada fiskus.

2. Hukum Pajak Formal

Adalah peraturan-peraturan mengenai cara bagaimana hukum pajak

material itu dilaksanakan. Seperti : Penyelenggaraan mengenai penetapan 

suatu utang pajak, pengawasan oleh pemerintah terhadap 

penyelenggaraannya, kewajiban pihak ketiga (kecuali bank

), prosedur dalam pemungutannya.

2.1.5 Asas Pemungutan

Asas pemungutan pajak merupakan dasar-dasar yang menjadi dipungutnya 

pajak. Adapun asas pemungutan pajak meliputi :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut

berdasarkan domisili Wajib Pajak (WP) dalam suatu negara tanpa

melihat/memperhatikan darimana asal pendapatan/penghasilan serta

kebangsaan Wajib Pajak (WP).
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b. Asas Sumber

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut 

berdasarkan pendapatan/penghasilan Wajib Pajak (WP) dalam suatu 

negara tanpa melihat/memperhatikan domisili atau kewarganegaraan 

Wajib Pajak (WP).

c. Asas Kebangsaan (Nationalitiet)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut 

berdasarkan kewarganegaan/kebangsaan Wajib Pajak (WP) tanpa 

melihat/memperhatikan domisili dan sumber pendapatan/penghasilan 

Wajib Pajak (WP).

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak 

atas objek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak itu meliputi :

a. Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak 

terutangnya ditetapkan/ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus 

(pemerintah) dengan ciri-ciri :

1) Fiskus/aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak.

2) Wajib Pajak bersifat pasif.

3) Utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh 

aparat pajak/fiskus.

Dalam praktiknya banyak diantara Wajib Pajak membayar pajak lebih 

kecil dari yang seharusnya.

b. Self Assesment System

Sistem ini merupakan sistem yang dianut Bangsa Indonesia sejak 

reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 dimana setiap Wajib 

Pajak (WP) diberikan wewenang/kepercayaan untuk mendaftarkan diri,

menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan 

pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga aparat pajak

hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada 

Wajib Pajak (WP). Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi :
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1) Wajib Pajak diberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang.

2) Wajib Pajak bersifat aktif.

3) Aparat/fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja.

c. With Holding System

Sistem ini merupakan sistem yang pemungutan pajaknya diberikan

kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terutang.

Adapun ciri-ciri sistem ini meliputi :

1) Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak.

2) Wajib Pajak dan fiskus bersifat pasif.

2.1.7  Stelsel Pajak

Dalam hukum pajak dikenal 3 (tiga) cara memungut pajak :

1. Reiile Stelsel (Stelsel Nyata)

Adalah pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sungguh-

sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Penghasilan sesungguhnya

baru dapat diketahui pada akhir tahun.

Kelemahannya :

a. Untuk menentukan penghasilan memakan waktu yang tidak sedikit.

b. Memerlukan tenaga untuk meneliti secara baik

Kebaikannya :

a. Pengenaan pajak lebih adil sesuai dengan prinsip daya pikul

b. Pengenaan atas dasar yang benar-benar diperoleh, dalam stelsel ini

utang pajak materil timbulnya belakangan.

2. Fictive Stelsel

Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan berupa :

a. Penghasilan dalam satu tahun pajak dianggap sama dengan

penghasilan yang sesungguhnya didapat dalam tahun yang baru

lampau.

b. Pendapatan dianggap 12kali pendapatan yang keluar dari sumber

pendapatan yang ada pada 1 Januari tahun pajak.
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3. Stelsel Campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada gabungan kedua cara tadi (riel dan 

fictive stelsel). Diawal tahun penetapan pajak didasarkan pendapatan 

tahun penetapan pajak didasarkan pendapatan tahun sebelumnya, 

kemudian akhir tahun disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Dalam 

stelsel ini utang pajak materiil dan formal timbulnya bersamaan. Karena 

stelsel ini harus dinyatakan dalam undang-undangnya masing-masing, 

sekali termuat didalamnya fiskus harus mentaatinya dan tidak dibenarkan 

memilih cara yang menyimpang.

2.1.8 Klasifikasi Pajak

Pajak itu sendiri dibagi atau digolongkan menjadi beberapa pajak. Adapun 

klasifikasi pajak itu meliputi :

a. Menurut siapa yang menanggung pajak 

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipungut pemerintah kepada wajib 

pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : 

PPh, PPnBM, dan PBB.

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang tidak dipungut oleh 

pemerintah kepada wajib pajak secara tidak langsung dan dapat 

dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : cukai tembakau, bea 

materai, dan bea balik nama.

b. Menurut siapa yang memungut pajak

1. Pajak Negara/Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut dan atau dikelola 

oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh 

Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut dan/atau dikelola oleh 

pemerintah daerah, yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas 

Pendapatan Daerah.

2.2 Pengertian Umum Tentang Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
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undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia 

harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran 

pengenaan dan pemungutannya.

Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal-hal yang 

menjadi latar belakang dilaksanakannya Undang-Undang PDRD dapat 

dilihat pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam 

bagian umum penjelasan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 

atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi terdiri atas daerah-

daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan 

kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk 

meningkatkan efisiensi dan efekvifitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan 

tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan 

kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti 

pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-

undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

harus didasarkan pada undang-undang.

2.2.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Daerah

a) Objek Pajak

Untuk dapat mengenakan pajak, satu syarat mutlak yang harus dipenuhi 

adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak.

Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari taatbestand

(keadaan yang nyata). Taatbestand adalah keadaan, peristiwa, atau 
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perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat 

dikenakan pajak.1 Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara 

objektif) apabila ia memenuhi taatbestand. Tanpa terpenuhinya taatbestand 

tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

Hal ini memberikan kepastian guna penetapan peraturan daerah yang 

menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis pajak daerah pada suatu 

daerah provinsi, kabupaten dan kota. Selain apa yang menjadi objek 

pajak,dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga dengan tegas 

disebutkan apa yang dikecualikan dari objek pajak.

b) Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang 

disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu 

subjek pajak dan wajib pajak. Dalam beberapa jenis pajak, seperti Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, subjek pajak identik 

dengan wajib pajak, yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi 

ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga 

secara otomatis menjadi wajib pajak. Sementara itu, pada beberapa jenis 

pajak daerah yang lain, seperti Pajak Hotel, pihak yang menjadi subjek 

pajak (yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib 

pajak, yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut 

pajak dari konsumen (subjek pajak). Oleh karena itu, kedua istilah tersebut,

yaitu subjek pajak dan wajib pajak harus dipahami secara benar.

Pengertian siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak pada suatu 

jenis pajak daerah ditentukan secara jelas dalam peraturan daerah yang yang 

mengatur pajak daerah yang bersangkutan. Penetapan apakah subjek pajak 

adalah sama dengan wajib pajak tergantung pada jenis pajak yang 

bersangkutan. Hal ini dapt terlihat jelas sesuai dengan definisi yang 

ditetapkan dalam peraturan daerah dimaksud.

1 R. Santosa Brotodihardjo,Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung:PT Eresco,1993), 
hlm.86.
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2.2.4 Tarif Pajak Daerah

Salah satu unsur perhitungan pajak yang akan menentukan besarnya 

pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak 

sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis 

pajak daerah memegang peranan penting. Tarif pajak daerah yang dipungut 

oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda 

untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu :

a) Tarif PKB & KAA ditetapkan paling tinggi 5 %;

b) Tarif BBNKB & KAA ditetapkan paling tinggi 10%;

c) Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5 %;

d) Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%;

e) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;

f) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;

g) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;

h) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;

i) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;

j) Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling 

tinggi 20%; dan

k) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20%.
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2.2.5 Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 adalah sebagaimana dibawah ini :

a. Jenis Pajak provinsi terdiri atas :

1) Pajak Kendaraan Bermotor;

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3) Pajak Air Permukaan;dan

4) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :

1) Pajak Hotel;

2) Pajak Restoran;

3) Pajak Hiburan;

4) Pajak Reklame;

5) Pajak Penerangan Jalan;

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

7) Pajak Parkir;

8) Pajak Air Tanah;

9) Pajak Sarang Burung Walet;

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.2.6 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Penerimaan Daerah

Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah 

dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber 

penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah 

dewasa ini. Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber 

penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan 

undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah 

maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Sumber : Marihot Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Jakarta,Rajawali Pers) hal 11.
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2.3 Pengertian Umum Pajak Kendaraan Bermotor 

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau 

penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua 

kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis 

jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi 

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya 

menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta 

kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PDRD, pengenaan Pajak 

Kendaraan Bermotor pada dasarnya tidak mutlak ada pada seluruh daerah 

provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang 

diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak 

mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut 

pada suatu daerah provinsi maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu 

menerbitkan Peraturan Daerah tentan Pajak Kendaraan Bermotor yang akan 

menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan 

dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah provinsi yang 

bersangkutan.

2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 dewasa ini, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat 

ini didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi 

oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air pada suatu provinsi dewasa 

ini adalah sebagaimana dibawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah.
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2. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 25 Tahun 2010 tentang 

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor.

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013 tentang 

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013 dan Tahun 2014.

2.3.3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau 

penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan 

dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah 

semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua 

jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi 

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya 

menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta 

kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Termasuk dalam pengertian 

kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta 

gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan 

bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross 

Tonnage) sampai GT 7  (tujuh Gross Tonnage).

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, pengertian 

kepemilikan dan kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor 

dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan 

bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta 

kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi 

selama jangka waktu tertarik, misalnya 90 hari berturut-turut ;alat-alat berat 

dan alat-alat besar (termasuk dalam pengertian ini antara lain: forklif,

buldozer, tractor, whelloader, log loader, skyder, shovel, motorgrader,

excavator, backhoe, vibrator, compactor, scraper); serta jenis kendaraan 

darat lainnya, seperti kereta gandeng.
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2.3.4 Subjek dan Wajib Pajak PKB

Pada Pajak Kendaraan Bermotor, subjek pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara 

itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban 

perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan 

demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang 

pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat 

diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan 

peraturan daerah tentang PKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara 

pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. 

Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa 

khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 

dua unsur pokok, yaitu :

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau 

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan 

bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

berbagai sumber data yang akurat,antara lain agen tunggal pemegang merek 

(ATPM) dan asosiasi penjual kendaraan bermotor. NJKB ditetapkan 

berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember 

tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan 

bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau 

seluruh faktor-faktor :

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga 

yang sama;
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2. Penggunaan kendaraan untuk umum atau pribadi;

3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang 

sama;

4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor 

yang sama;

5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;

6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;dan

7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor 

Barang (PIB).

Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau 

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan 

dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu, dengan 

pengertian sebagai berikut :

a) Koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran 

lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap 

masih dalam batas toleransi; dan

b) Koefisien lebih besar dari satu berarti penggunaan kendaraan bermotor 

tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut ini :

a) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan 

berat kendaraan bermotor;

b) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, 

bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan

c) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin kendaraan 

bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan 

isi silinder.

2.3.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ( Plat Merah )

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1, 

besaran tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan 

sebagaimana dibawah ini :
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a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 

1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif 

dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) 

dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk 

kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda 

kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih;

c. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat 

yang sama.

Provinsi Jawa Timur menetapkan tarif PKB menurut Peraturan 

Gubernur Nomor 85 Tahun 2013, tentang perhitungan dasar pengenaan 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 

2013 dan 2014, sebagai berikut :

a) 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan 

bermotor pribadi dan badan;

b) 1% (satu persen) untuk kendaraan angkutan umum;

c) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam 

kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagaaaman, 

pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;

d) 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat 

dan alat-alat besar.

2.3.7 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB 

adalah sesuai dengan rumus berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x (NJKB x Bobot)

Sumber : Marihot Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta,Rajawali 

Pers) hal 175-182.
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BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat

3.1.1 Profil Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember

Komoditi perkebunan sebagai bagian integral dari usaha sektor pertanian, 

secara garis besar adalah semua usaha tani yang meliputi tanaman tahunan 

dan tanaman semusim, yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok 

tanaman industri, minyak nabati, serat-seratan, penyegar dan rempah, 

minyak atsiri, pemanis serta tanaman obat-obatan.

Sebagian terbesar komoditi perkebunan tersebut, merupakan jenis 

tanaman tahunan seperti tanaman kopi, kakao, karet, kelapa, cengkeh, 

panili, lada, dan lainnya yang memiliki ciri umum diusahakan pada sumber 

daya lahan kering, yang penyebarannya hampir menjangkau seluruh wilayah 

pedesaan , dan hasil produksinya untuk bahan baku industri dan ekspor.

Dengan ciri umum seperti digambarkan diatas, sub sektor perkebunan 

memiliki peranan penting terhadap kesejahteraan rakyat terutama 

keterkaitannya dengan berbagai indikator ekonomi makro, seperti 

konstribusinya dalam pembentukan PDRB, kesempatan kerja, perdagangan 

internasional, pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan hidup dan 

ketahan pangan. Bahkan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda dan masa 

Pemerintahan Indonesia di awal kemerdekaan, serta pada era krisis moneter 

tahun 1997-2000 perkebunan adalah andalan perekonomian Negara pada 

masa itu.

Pada saat itu luas kawasan perkebunan di Jember mencapai luas 

86.196,818 ha atau 48,96% dari seluruh luas kawasan budidaya tanaman 

seluas 176.044,45 ha yang terdiri dari lahan irigasi, lahan kering, lahan 

HGU maupun lahan dikawasan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat). Aktivitas perkebunan tersebut berupa komoditi tembakau, 

tebu, kopi, kelapa, jambu mete, cengkeh, kakao, lada, panili, karet, 

kapuk randu, dan pinang.

Prospek Perkebunan di Jember terhadap perekonomian daerah dan 

nasional sangat tinggi, hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dari 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


18

komoditas-komoditas perkebunan rakyat yang diusahakan di Jember, 

terdapat 8(delapan) komoditas perkebunan (komoditas yang tercetak tebal 

tersebut di atas) yang termasuk kedalam daftar 11(sebelas) komoditas 

unggulan perkebunan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa sebelas 

komoditi perkebunan unggulan nasional berdasarkan kebijaksanaan 

Departemen Pertanian itu adalah meliputi komoditi : karet, kelapa, kelapa 

sawit, kopi, kakao, jambu mete, lada, tebu, serat, tembakau dan cengkeh.

Disamping keunggulan kompetitif seperti itu, perkebunan di Jember juga 

memiliki keunggulan komparatif yang signifikan, antara lain adanya 

kesesuaian agroekosistem, terdapatnya pabrikan dan eksportir atas 

komoditas-komoditas tersebut, dukungan teknologi dari Pusat Penelitian 

Kopi dan Kakao yang memungkinkan terlaksananya Good Agriculture 

Practices maupun Good Manufacturing Practices, sehingga produk-produk 

perkebunan akan dapat disesuaikan dengan tuntutan pasar global. Selain hal 

itu perkebunan di Jember telah membentuk akar budaya masyarakat Jember, 

sebagaimana diketahui, sejarah terbentuknya Pemerintahan Kabupaten 

Jember adalah dilatar belakangi oleh usaha perkebunan.

Melalui gambaran singkat tersebut diatas, kiranya dapatlah dipahami 

bahwa sub sektor perkebunan di kabupaten Jember, memiliki arti penting 

yang nyata dalam agenda pensejahteraan masyarakat kabupaten Jember 

untuk waktu yang sangat lama, bahkan sepanjang sebelum berdirinya 

kabupaten Jember itu sendiri; sehubungan dengan itu, untuk mempertajam 

fokus pengembangan perkebunan sebagai salah satu sumber perekonomian 

dan pensejahteraan masyarakat jember pada saat ini dan di masa-masa yang 

akan datang , yang dapat digunakan sebagai acuan pemerintah pusat, 

pemerintah propinsi, masyarakat, dunia usaha, lembaga akademik, dan LSM 

dalam ikut menjadikan sub sektor perkebunan sebagai basisnya, maka 

disusunlah dokumen Profil Dinas Pembangunan Perkebunan Kabupaten 

Jember ini.

3.1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Profil Dinas Pembangunan Perkebunan Kabupaten 

Jember ini adalah untuk memberikan informasi tentang Dinas Perkebunan 
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Kab.Jember pada tahun 2012 serta memberikan pedoman strategi, kebijakan 

program dan road map pengembangan perkebunan kabupaten Jember 

sampai 20 tahun yang akan datang.

Manfaat penyusunan Profil Dinas Pembangunan Perkebunan ini adalah :

a. Dapat menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan untuk berperan 

serta dalam pembangunan perkebunan kabupaten jember sesuai dengan 

kompetensi dan kapasitasnya masing-masing.

b. Dapat menjadi dasar penetapan prioritas pemanfaatan dan 

pendayagunaan sumber daya perkebunan

c. Dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi, studi, maupun bentuk 

kajian ilmiah lainnya dibidang pembangunan sistem dan usaha agribisnis 

perkebunan.

3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

A. Tugas Pokok

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian urusan rumah tangga pemerintah Kabupaten Jember dan 

perumusan kebijakan pengelolaan perkebunan dan kehutanan, tugas 

pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

B. Fungsi

1. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program di bidang perkebunan 

dan kehutanan.

2. Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peningkatan usaha

perkebunan dan kehutanan.

Jumlah Personil :

1. Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) : 148 

orang , terdiri dari

a. Tenaga Struktural / Non Struktural 75 orang

b. Tenaga Fungsional

� Kehutanan 19 orang

� Perkebunan 51 orang

2. Honorer : 3 orang
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Stake Holder Organisasi

A. Organisasi Pemerintah

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pasar,

Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pariwisata, Bagian Perekonomian, Taman 

Nasional Meru Betiri, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jatim II, Perum 

Perhutani KPH Jember, PTPN, PDP, dll.

B. Organisasi Non Pemerintah

Lembaga Masyarakat Desa, Pondok Pesantren, Asosiasi Bidang Kehutanan 

dan Perkebunan, dll.

3.1.4 VISI dan MISI 

A. VISI

Terwujudnya produktivitas produksi dan kualitas komoditi perkebunan yang 

berdaya saing tinggi serta optimalisasi keseimbangan ekosistem DAS, 

fungsi hutan dan kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. MISI

1. Meningkatkan produktivitas, produsi dan kualitas produk perkebunan 

dan kehutanan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana bagi 

masyarakat perkebunan dan kehutanan.

3. Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

4. Meningkatkan pelayanan, pengawasan, perlindungan dan pengendalian 

pengelolaan dan peredaran hasil hutan.

Dalam operasional pelaksanaan usaha pokok yang dimaksud, Dinas 

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember didukung seperangkat sarana 

dan prasarana berupa : kendaraan operasional, dana operasional (Anggaran 

Belanja Administrasi Umum, Anggaran Belanja Operasional dan 

Pemeliharaan serta Anggaran Belanja Modal) serta personil sebanyak 114 

PNS. 8 sukwan dimana 56 orang merupakan tenaga teknis dan administrasi 
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yang berada di kantor dan 58 orang petugas lapangan yang berada di tingkat 

kecamatan.

Untuk memperluas dan mempercepat jangkauan pembinaan,

pemecahan masalah-masalah teknis budidaya telah dimanfaatkan hubungan 

teknis fungsional dalam bentuk kerjasama dan mitra kerja, antara lain :

1. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tembakau Besuki Na-Oogst 

Jember.

2. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang/Lembaga Tembakau 

Jember.

3. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Di Jember.

4. Asosiasi Tembakau Indonesia ( ITA ) Jember.

5. Kelembagaan petani ( Kelompok tani, Asosiasi/Paguyuban, KTNA ).

6. PT.Perkebunan Nusantara ( Persero ) :

a. PTPN X : Kebun Ajung – Gayasan - Jember

b. PTPN XI : PG.Semboro – Jember

c. PTPN XII : Kebun Kalisanen,Kebun Silosanen – Jember

7. Perum Perhutani.

8. BKSDA ( Balai Konservasi Sumber Daya Alam ) Jawa Timur II.

9. Taman Nasional Meru Betiri.

10. Perguruan Tinggi :

a. Politeknik Pertanian Negeri Jember

b. Fakultas Pertanian Universitas Jember

11. Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat , Malang

12. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, Pasuruan.

3.2 Organisasi Instansi

3.2.1 Dasar Pembentukan Organisasi

1. UU RI No.8 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

2. UU RI No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.
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3. UU RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah PP No.79 Tahun 

2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah.

4. PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota.

5. PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

6. Perpres RI No.1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,Pengundangan dan 

Penyebarluasan Peraturan Pemerintah.

7. Permendagri No.15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk 

Hukum Daerah.

8. Permendagri No.16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk 

Hukum Daerah.

9. Permendagri No.57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 

Organisasi Perangkat Daerah.

10. Perda No.14 Tahun 2008 Urusan Pemerintah Yang Menjadi 

Kewenangan Kabupaten Jember.

11. Perda No.15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Kabupaten Jember.

3.2.2 Deskripsi Jabatan

Berikut adalah daftar nama pegawai disertai jabatan di Dinas Perkebunan 

dan Kehutanan Kabupaten Jember :

Tabel 3.1

No

(a)

Nama/NIP/Pangkat/Golongan

(b)

Jabatan Struktural

(c)

1.  Ir. Maskur

19591224  198603  1  013

Pembina Tk. I – IV/b

Kepala Dinas
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(a) (b) (c)

2. Ir. Chalid Soehartono

19660903  199103  1  004

Pembina Tk. I – IV/b

Sekretaris Dinas

3. Sri Agiyanti, SP.MM

19700810  199602  2  001

Pembina – IV/a

Kabid Planologi dan 

Pembangunan

4. Ir. M. Sigit Boedi I., MP

19680608  199403  1  019

Pembina – IV/a

Kabid Perlindungan

5. Adrian Supriatna Sapnadi, SP

19730417  199803  1  002

Penata Tk. I – III/d

Kabid Bina Usaha

6. Ir. Nana Suminarsih

19650306  199402  2  002

Penata Tk. I – III/d

Kabid Bina Budidaya

7. Ir. Muhammad Mu’i, MM

19620825 198603 1 008

Pembina – IV/a

Kasi Perlindungan 

Tanaman Perkebunan

8. Ir. Mamik Chuzaimah

19610528 199211 2 001

Penata Tk. I – III/d

Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

9. Mochamad Natsir, S.Hut

19671203  199803  1  007

Penata Tk. I – III/d

Kasi Rehabilitasi 

Lahan dan 

Perlindungan Hutan

10. Mohamad Husni Tamrin, SP

19591107 198103 1 012

Penata Tk. I – III/d

Kasi Budidaya 

Perkebunan
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(a) (b) (c)

11. Marikin, SP

19590604 198103 1 010

Penata Tk. I – III/d

Kasi Budidaya 

Kehutanan

12. Ir. Slamet Hidayat

19600418 199703 1 001

Penata Tk. I – III/d

Kasi Bina Usaha 

Perkebunan

13. I Nengah Dwipayana A., SP

19730514 199703 1 006

Penata Tk. I – III/d

Kasi Pemetaan dan 

Pengembangan 

Perkebunan

14. Dwi Hery Kusuma, S.Hut

19720113 200003 1 005

Penata Tk. I – III/d

Kasi Inventarisasi dan 

Tata Guna Hutan

15. Fibriyanto Eko Sakti, SH

19660228 199803 1 002

Penata Tk. I – III/d

Kasi Bina Usaha 

Kehutanan

16. Tuti Sugiarti, SE

19650920 200212 2 001

Penata – III/c

Kasubag Keuangan

17. Indah Ariawati, SP

19710309  199403  2  007

Penata – III/c

Kasubag Perencanaan

18. Ir. Salam Halim

19580524 198103 1 007

Penata Tk. I – III/d

Ka.UPTD BunHut 

Resor Tanggul

19. Sutarsono, BSc

19560110  198711  1  002

Penata Tk. I – III/d

Plt.Ka UPTD BunHut 

Resor Tempurejo
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(a) (b) (c)

20. Ir. M. Atim Arifin

19601231 198203 1 175

Penata Tk. I – III/d

Ka. UPTD BunHut 

Resor Ambulu

21. Sumaji, SP

19590301 198202 1 006

Penata Tk. I – III/d

Ka. UPTD BunHut 

Resor Kencong

22. Agus Triyono, SP

19620916 198603 1 016

Penata Tk. I – III/d

Ka. UPTD BunHut 

Resor Patrang

23. Bambang Tribasto, SP

19560425  198803  1  002

Pembina Tk. I – IV/b

Plt.Ka. UPTD 

BunHut Resor Kalisat

24. Iqbal Habibullah, SP

19660914 199803 1 005

Penata Tk. I – III/d

Ka.UPTD BunHut 

Resor Pakusari

25. Anas Muchlas, SP

19600305 198904 1 001

Penata Tk. I – III/d

Ka.UPTD BunHut 

Resor Jelbuk

26. Singgih Dwi Yunianto, SP

19600609 198603 1 014

Penata Tk. I – III/d

Ka.UPTD BunHut 

Resor Mayang

27. Tri Agus Priyono, SST

19630422 198803 1 003

Penata – III/c

Ka.UPTD BunHut 

Resor Rambipuji
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1.2.3 Deskripsi Tugas dan Fungsi Pada Setiap Bidang

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember, mempunyai tugas 

pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah yang meliputi bidang 

Perkebunan dan Kehutanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang 

menyangkut bidang Perkebunan dan Kehutanan yang diberikan oleh 

Pemerintah yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta 

sumberdaya manusia. Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan 

Kabupaten Jember terdiri dari :

a) Kepala Dinas

b) Kepala Sekretariat

c) Kepala Bidang Bina Budidaya

d) Kepala Bidang Bina Usaha

e) Kepala Bidang Perlindungan

f) Kepala Bidang Planologi dan Pembangunan

g) Kelompok Jabatan Fungsional

h) UPTD ( Unit Pelaksana Teknis Daerah)

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DINAS PERKEBUNAN DAN 

KEHUTANAN KABUPATEN JEMBER sebagai berikut :

A. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin jalannya organisasi Dinas 

Perkebunan dan Kehutanan, dalam menjalankan sebagian urusan rumah 

tangga daerah di bidang Perkebunan dan Kehutanan dan tugas-tugas lainnya 

yang diberikan oleh bupati.

B. Bagian Sekretariat

Bagian sekretariat mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, 

perencanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan serta surat menyurat 

dan tugas lain yang diberikan kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan 

Kabupaten Jember. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bagian 

sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
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1) Pengkoordinasian dan sinkronisasi dengan bidang dalam penyusunan 

program, anggaran dan tugas administrasi secara terpadu.

2) Pengkoordinasian dengan instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten 

dalam rangka pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan 

dan kemasyarakatan.

3) Pengawasan dan pengendalian dalam rangka evaluasi pelaksanaan 

program dan anggaran.

4) Pengkoordinasian pembinaan dan evaluasi secara berkala dalam 

penyelenggaraan kegiatan di tingkat UPT.

5) Penyiapan bahan dalam rangka perencanaan dan penyusunan anggaran 

serta Pelaporan Pertanggung Jawaban Keuangan.

6) Pembinaan organisasi tata laksana.

7) Pengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

8) Pengelolaan Urusan Rumah Tangga, Surat Menyurat dan Kearsipan.

9) Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan 

inventarisasi.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a) Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan dinas.

b) Melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan.

c) Melaksanakan urusan rumah tangga protokol.

d) Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas.

e) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran 

dan perlengkapan.

f) Mengurus kendaraan alat-alat angkutan lain milik dinas.

g) Mempersiapkan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan 

penerimaan dan pengaturan tamu.

h) Pengolahan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data 

kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan 

pangkat.

i) Memberhentikan dan memindahkan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji 

berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkungan dinas.
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j) Menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan 

disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan 

dan latihan pegawai di lingkungan dinas.

k) Melaksanakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin 

pegawai.

l) Menyusun rencana kebutuhan berbagai perlengkapan dan perbekalan.

m) Melaksanakan tata usaha barang peralatan dan perbekalan.

n) Melaksanakan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan 

serta memelihara barang peralatan dan perbekalan.

o) Menyiapkan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan 

distribusi dan perbekalan.

p) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan 

inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas.

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a) Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk menyusun anggaran.

b) Menyiapkan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja 

Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

c) Mengolah Tata Usaha Keuangan atau pembukuan realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

d) Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi.

e) Menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai.

f) Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi 

serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas.

g) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan.

h) Melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Tata Usaha.

3. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :

a) Menyiapkan bahan perumusan rencana program di bidang perkebunan 

dan kehutanan.

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


29

b) Menyusun program dan kegiatan dinas di bidang perkebunan dan 

kehutanan.

c) Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dan 

pelaksanaan program dan kegiatan.

d) Melaksanakan fungsi organisasi dan tata laksana.

e) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

f) Menyusun rencana secara pendapatan dan secara dinas.

Sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan 

bertanggung jawab kapada Sekretaris.

C. Bidang Bina Budidaya

Bidang Bina Budidaya mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan 

tehnis dibidang budidaya tanaman Kehutanan dan tanaman perkebunan 

yang meliputi pengawasan, pembinaan perbenihan dan pembibitan, serta 

pembinaan dan bimbingan tehnis budidaya tanaman. Untuk melaksanakan 

tugas tersebut, Bidang Bina Budidaya mempunyai fungsi :

1) Memberikan pembinaan dan bimbingan tehnis pengelolaan dalam bidang 

perbenihan dan pembibitan komoditi perkebunan dan kehutanan.

2) Memberikan pembinaan dan bimbingan tehnis dalam pengembangan 

budidaya tanaman perkebunan dan kehutanan.

3) Memberikan pembinaan dan bimbingan tehnis dalam penggunaan alat 

dan mesin budisaya tanaman perkebunan dan kehutanan.

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bina Budidaya terdiri dari :

a) Seksi Budidaya Perkebunan.

b) Seksi Budidaya Kehutanan.

Dimana masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina 

Budidaya.

1. Seksi Budidaya Kehutanan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan inventarisasi pohon induk jenis unggulan lokal.

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengolahan pohon induk.
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c. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan teknis penangkar dan 

pengedar benih/bibit komoditi kehutanan.

d. Melaksanakan pemantauan pembinaan teknis dan pengendalian mutu 

bibit tanaman hutan.

e. Melaksanakan pembuatan pemeliharaan dan pengembangan kebun 

Bibit Desa dan Kebun Bibit Permanen tanaman hutan.

f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pengembangan budidaya tanaman hutan, tanaman bambu dan 

pembibitan.

2. Seksi Budidaya Perkebunan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengawasan pengadaan benih/bahan perkebunan.

b. Melaksanakan pengawasan mutu benih/bahan tanaman perkebunan.

c. Melaksanakan bimbingan terhadap penangkar benih tanaman 

perkebunan.

d. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis budidaya dalam 

rangka intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi 

tanaman perkebunan.

e. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis penggunaan alat dan 

mesin budidaya perkebunan.

f. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis penggunaan alat dan 

mesin budidaya perkebunan.

D. Bidang Bina Usaha

Bidang Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan 

teknis dibidang usaha perkebunan dan kehutanan yang meliputi Pengawasan 

dan pembinaan dibidang usaha perkebunan dan kehutanan. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut, bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang aneka usaha 

perkebunan dan kehutanan.

2. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam penggunaan alat 

dan mesin serta teknologi pengolahan hasil aneka usaha perkebunan dan 

kehutanan.
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3. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pemberian ijin 

industri primer hasil hutan, ijin peredaran hasil hutan dan ijin usaha 

perkebunan.

Bidang Bina Usaha terdiri dari :

a. Seksi Usaha Perkebunan

b. Seksi Usaha Kehutanan

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha.

1. Seksi Usaha Kehutanan mempunyai tugas :

a) Melaksanakan inventarisasi potensi produksi hasil hutan kayu dan 

bukan kayu.

b) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap peredaran hasil 

hutan.

c) Melaksanakan pengawasan penerimaan provisi sumber daya hutan 

(PSDH).

d) Melaksanakan tata usaha hasil hutan.

e) Menyelenggarakan pengukuran dan penetapan jenis hasil hutan yang 

berasal dari hutan hak/hutan rakyat.

f) Memberikan saran dan pertimbangan teknis terhadap ijin industri 

primer hasil hutan.

g) Melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan aneka usaha 

kehutanan meliputi perlebahan, persuteraan alam, tanaman 

obat,sarang burung wallet dan hasil hutan kayu bukan kayu lainnya.

h) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi usaha serta pemasaran hasil 

hutan.

i) Menyelenggarakan promosi dibidang usaha kehutanan.

j) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 

pelaksanaan usaha kehutanan.

2. Seksi Usaha Perkebunan mempunyai tugas :

a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dibidang usaha 

perkebunan.
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b) Melaksanakan pemberian ijin usaha perkebunan.

c) Melaksanakan bimbingan dibidang kelembagaan agribisnis 

perkebunan.

d) Melaksanakan penyebaran informasi management usaha perkebunan.

E. Bidang Perlindungan

Bidang Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan tehnis 

dibidang Perlindungan Perkebunan dan Kehutanan yang meliputi 

pengawasan dan pembinaan dibidang penyelamatan hutan, tanah, dan air 

serta perlindungan tanaman perkebunan dari serangan hama dan penyakit.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,bidang perlindungan 

mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pemberian dan bimbingan teknis dalam pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai(DAS) yang memperhatikan kaidah-kaidah 

konservasi tanah dan air.

b. Pemberian pembinaan dan bimbingan tehnis dalam penanganan lahan 

kritis.

c. Pembinaan dan bimbingan tehnis dalam perlindungan hutan dan kebun 

terhadap hama penyakit dan kebakaran.

d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan tehnis dalam pemberian ijin 

penebangan pohon diluar kawasan hutan.

e. Melaksanakan dalam pengkajian, pengujian, perumusan dan penerapan 

metode pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan dan 

kehutanan.

Bidang Perlindungan terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.

2. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan.

1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas :
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a. Menyiapkan rencana tehnis bimbingan monitoring/evakuasi dan 

pelaporan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis dan perlindungan 

hutan.

b. Melaksanakan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.

c. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan penebangan pohon diluar 

kawasan hutan.

d. Melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian 

kebakaran hutan.

e. Melaksanakan pengamanan hutan.

f. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan pengelolaan kawasan 

hutan lindung.

g. Menyusun rencana semberdaya hutan.

h. Melaksanakan pemberian ijin penebangan pohon diluar kawasan 

hutan.

2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan monitoring dan identifikasi terhadap serangan hama 

penyakit tanaman perkebunan dan tumbuhan pengganggu beserta 

kerugian yang diakibatkan.

b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam kegiatan pengamatan, 

peramalan, pengendalian, dan eradikasi organisme pengganggu 

tanaman perkebunan.

c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dan pengawasan 

penggunaan, penyaluran dan penyimpanan pestisida perkebunan.

d. Melaksanakan pembinaan bimbingan penggunaan peralatan 

perlindungan tanaman.

e. Melaksanakan pengkajian, pengujian, perumusan, dan penerapan 

metode pengendalian organisme pengganggu tanaman yang paling 

efektif, efisien serta ramah lingkungan.

f. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya 

perkebunan dari kerusakan lingkungan / pencemaran tanah dan air.

g. Melaksanakan pengujian pestisida dan residu pestisida yang 

dikandung dalam tanaman dan air.
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F. Bidang Planologi dan Pembangunan

Bidang Planologi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan 

kebijakan tehnis dibidang perencanaan Perkebunan dan Kehutanan yang 

meliputi pemetaan dan pengembangan lahan serta penataan batas dan 

pengukuhan kawasan hutan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut di Bidang Planologi dan 

pembangunan mempunyai Fungsi meliputi :

1. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan 

kegiatan inventarisasi,identifikasi dan pemetaan potensi kawasan 

perkebunan dan kehutanan.

2. Melaksanakan pengumpulan tugas dan penyajian data statistik 

perkebunan dan kehutanan.

3. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan 

penyelesaian sengketa kawasan hutan.

4. Melaksanakan pemetaan potensi dan penetapan kebutuhan lahan 

perkebunan dan kehutanan.

Bidang Planologi dan Pembangunan terdiri dari ;

1. Seksi Pemetaan dan Pengembangan Perkebunan.

2. Seksi Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Planologi dan 

Pembangunan :

1. Seksi Pemetaan dan Pengembangan Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan identifikasi potensi lahan Perkebunan.

b. Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik 

Perkebunan.

c. Menetapkan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan.

d. Menyusun oeta pengembangan rehabilitasi, optimalisasi dan 

pengendalian lahan perkebunan.
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e. Mengembangkan, rehabilitasi, konservasi, pengendalian lahan.

f. Menetapkan tataruang dan tata guna lahan perkebunan.

g. Memetakan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan.

h. Mengembangkan lahan perkebunan,

i. Mengatur dan menerapkan kawasan perkebunan terpadu.

j. Menetapkan sentra komoditi perkebunan dan,

k. Menetapkan sasaran areal tanaman.

2. Seksi Inventarisasi dan tata guna mempunyai tugas :

a. Melaksanakan inventarisasi tegakan kawasan hutan.

b. Melaksanakan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.

c. Melaksanakan inventarisasi potensi / scoring kawasan hutan.

d. Melaksanakan inventarisasi pemanfaatan kawasan hutan.

e. Melaksanakan pemetaan kawasan hutan.

f. Menyusun rencana kehutanan

g. Melaksanakan penyiapan bahan pengukuhan dan tata guna hutan.

h. Melaksanakan rekonstruksi batas kawasan hutan.

i. Melaksanakan pengukuhan batas kawasan hutan.

j. Membina bantuan penyelesaian sengketa kawasan hutan.

k. Menghimpun dokumen kawasan hutan.

l. Melaksanakan pemetaan dan pendataan kawasan hutan.

m. Melaksanakan pemetaan dan pendataan hutan rakyat.

n. Melaksanakan pemetaan dan pendataan hutan rakyat/hutan kota.

o. Melaksanakan penyusunan pembangunan kehutanan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam jenjang jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai dalam kelompok sesuai dengan 

keahliannya.
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3. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

4. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

H. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Tehnis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten 

Jember mempunyai kedudukan sebagai UPTD yang merupakan unsur 

pelaksana tehnis Operasional Dinas, yang mempunyai wilayah kerja satu 

atau beberapa kecamatan. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan 

dan Kehutanan.

Tugas pokok UPTD melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dan 

Kehutanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang 

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember yang disertai dengan 

pembiayaan, sarana dan prasarana serta peningkatan sumberdaya manusia.

1. Untuk melaksanakan tugas tersebut UPTD mempunyai tugas :

a. Menyiapkan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program 

kegiatan.

b. Melaksanakan kebijakan program kegiatan dinas.

c. Mengelola, melaksanakan, mengadakan, mengumpulkan, mengolah, 

menyimpan, merawat dan menyajikan bahan sarana dan prasarana.

d. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan pembinaan pembinaan 

pengamanan dan peningkatan pelayanan.

2. UPT dipimpin oleh UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas, dan secara operasional dikoordinasikan dengan 

camat.

3. UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha.

4. Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepala UP
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3.2.4 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten 

Jember.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan 

Kabupaten Jember.

Sumber : Profil Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember
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BAB 4 HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan 

oleh mahasiswa perpajakan untuk menyusun Laporan PKN, guna memenuhi 

tugas akhir serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli 

Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan. Jurusan Ilmu 

Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-

ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama bangku perkuliahan dalam 

dunia kerja di lingkungan perusahaan, terutama dalam bidang perpajakan.

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), mahasiswa dapat 

menentukan sendiri objek pelaksanaan PKN. Tahapan yang dilakukan 

sebelum melaksanakan PKN adalah proses administrasi sebagai syarat 

melaksanakan kegiatan PKN. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

a. Fakultas memberikan pembekalan kepada mahasiwa tentang prosedur,

syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan

Praktek Kerja Nyata (PKN).

b. Mahasiswa mencari sendiri lokasi yang akan dijadikan tempat Praktek

Kerja Nyata seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) dan instansi lainnya yang berhubungan dengan

pekerjaan.

c. Setelah ditentukan tempat untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata maka

diperlukan surat pengantar dari fakultas beserta proposal, sebagai sarana

permohonan kesediaan bagi Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Jember sebagai instansi yang dituju untuk menanyakan

kesediaannya menerima serta menjadikan lokasi untuk Praktek Kerja

Nyata.
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d. Fakultas memberikan surat tugas yang berisi  nama-nama mahasiswa

yang melaksanakan PKN, serta tanggal pelaksanaan PKN yang sudah

ditandatangani oleh Dekan Fakultas.

e. Mahasiswa memulai pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Dinas

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.

4.2 Lokasi, Waktu dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di Dinas 

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten 

Jember dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sesuai dengan surat yang 

dikeluarkan oleh Fakultas, terhitung mulai tanggal 16 Februari 2015 s/d 16 

Maret 2015.

Tabel 4.1 Daftar hari efektif dan jam kerja Praktek Kerja Nyata pada Dinas 

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.

No Hari Jam Kerja

1. Senin – Kamis 08:00 – 14.00 WIB

2. Jum’at 08:00 – 11.00 WIB

3. Sabtu / Minggu Libur

4.2.3 Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Mahasiswa dilibatkan langsung untuk membantu pekerjaan kantor 

sekaligus mempelajari proses perpajakan yang ada di Dinas Perkebunan dan 

Kehutanan Kabupaten Jember.Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Dinas 

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember sebagai berikut :
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Tabel 4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

No

(a)

Hari,Tanggal

(b)

Kegiatan

(c)

1 Senin,

16 Februari 2015

a. Diterima oleh Ibu Tuti Sugiarti,S.E

b. Pengenalan pada staf kantor DISBUNHUT 

Kabupaten Jember.

c. Mengurutkan SSP PPN dan PPh Pasal 22.

2 Selasa,

17 Ferbruari 2015

a. Mengurutkan SSP PPN dan PPh Pasal 2 ayat 

4

b. Mengerjakan Laporan Tahunan 

3 Rabu,

18 Februari 2015

a. Melanjutkan mengetik laporan tahunan

4 Kamis,

19 Februari 2015

LIBUR TAHUN BARU IMLEK

5 Jum’at,

20 Februari 2015

IJIN PEMBEKALAN PRAKTEK KERJA 

NYATA (PKN)

6 Sabtu,

21 Februari 2015

LIBUR

7 Minggu,

22 Februari 2015

LIBUR

8 Senin,

23 Februari 2015

Mengerjakan data gaji Desember 2014

9 Selasa,

24 Februari 2015

Mengerjakan data gaji Januari 2015

10 Rabu,

25 Februari 2015

Mengerjakan data gaji Februari 2015

12 Jum’at,

27 Februari 2015
a. Merapel data gaji Januari-Desember 2014

13 Sabtu,

28 Februari 2015
LIBUR
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(a) (b) (c)

15 Minggu,

1 Maret 2015
LIBUR

16 Senin,

2 Maret 2015
a. Menuangkan data gaji Januari-Desember 

2014 ke dalam aplikasi pajak penghasilan

18 Selasa,

2 Maret 2015

a. Menuangkan data gaji Januari-Desember 

2014 ke dalam aplikasi pajak penghasilan

19 Rabu,

3 Maret 2015

a. Menuangkan data gaji Januari-Desember 

2014 ke dalam aplikasi pajak penghasilan.

20 Kamis,

5 Maret 2015
a. Meminta data (profil Dinas Perkebunan dan 

Kehutanan Kabupaten Jember)

21 Jum’at,

6 Maret 2015
a. Meminta data (Jabatan Struktural Dinas 

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten 

Jember)

22 Sabtu,

7 Maret 2015
LIBUR

23 Minggu,

8 Maret 2015
LIBUR

24 Senin,

9 Maret 2015

Meminta data tentang Pajak Kendaraan Bermotor 

pada DISBUNHUT

25 Selasa,

10 Maret 2015

Melengkapi data Pembayaran PKB

26 Rabu,

11 Maret 2015

Melengkapi data Pembayaran PKB

27 Kamis,

12 Maret 2015

Melengkapi data Pembayaran PKB

28 Jum’at,

13 Maret 2015

Ijin Mengumpulkan Judul Laporan Tugas Akhir

29 Sabtu,

14 Maret 2015
LIBUR
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(a) (b) (c)

30 Minggu,

15 Maret 2015
LIBUR

31 Senin,

16 Maret 2015
a. Berpamitan dan berterimakasih atas 

bimbingan, pelajaran dan ilmu yang 

diberikan selama Praktek Kerja Nyata (PKN) 

di DISBUNHUT Kabupaten Jember.

1.3. Hasil Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat 

(Plat Merah) oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten 

Jember.

Salah satu kegiatan yang penulis amati selama melaksanakan Praktek 

Kerja Nyata (PKN) di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember 

adalah kegiatan administrasi dan kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh 

kantor, khususnya tentang Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 

Empat (Plat Merah).

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember melakukan 

kewajiban perpajakannya dalam hal membayarkan Pajak Kendaraan 

Bermotor di Kantor SAMSAT ( Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) 

wilayah Patrang.
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Berikut bagan alir proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor oleh 

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember :

Langkah 4

Langkah 1

Langkah 2 Langkah 5

Langkah 3 Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

TATA USAHA

KABAG.KEPEGAWAIAN

SAMSAT WIL.PATRANG

STAF KEPEGAWAIAN

DINAS PERKEBUNAN DAN 
KEHUTANAN  KABUPATEN 

JEMBER

PEMEGANG 
KENDARAAN 

PEMBAYARAN

PENYERAHAN

PENDAFTARAN
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Gambar 4.1 Bagan Alir Pembayaran PKB (Non-Drive Thru).

Keterangan :

1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember menunjuk 

Kabag.kepegawaian untuk segera menyiapkan berkas-berkas yang 

diperlukan untuk membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor.

2) Kemudian Kabag.kepegawaian memerintahkan staf Tata Usaha untuk 

menerbitkan Surat Kuasa pengganti KTP untuk membayarkan Pajak 

Kendaraan Bermotor.

3) Setelah staf Tata Usaha membuatkan Surat Kuasa maka akan diserahkan 

ke staf kepegawaian, agar segera menyiapkan berkas pelengkap, antara 

lain : STNKB.

4) Staf Kepegawaian segera menuju kantor SAMSAT wilayah Patrang 

sebelum jatuh tempo yang tertera pada STNKB.

5) Sampai di SAMSAT wilayah Patrang staf kepegawaian segera menuju 

loket pendaftaran untuk mengambil formulir dan melengkapi berkas 

sebagai berikut :

a. STNK Asli + Fotocopy

b. Surat Kuasa Asli + Fotocopy

Setelah selesai berkas tersebut dikembalikan ke loket pendaftaran.

6) Petugas loket pendaftaran menyerahkan berkas ke loket penyerahan agar 

dihitung besarnya pajak terutang berdasarkan berkas yang ada.

7) Setelah selesai menghitung besarnya pajak yang terutang selanjutnya 

staf kepegawaian Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember 

membayarkan besarnya pajak yang terutang ke loket pembayaran. Lalu 

menerima bukti pembayaran berupa stempel pada Bukti pembayaran 

Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ.

8) Terakhir Staf Kepegawaian Dinas Perkebunan dan Kehutanan 

Kabupaten Jember menyerahkan STNKB yang telah diperpanjang ke 

pemegang kendaraan.
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1.3.2 Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah) oleh Dinas 

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.

Berikut adalah penjelasan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang 

dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember. Pada 

saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Dinas Perkebunan dan 

Kehutanan Kabupaten Jember akan mendapatkan bukti pembayaran Pajak 

Daerah PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) / BBN-KB (Bea Balik Nama-

Kendaraan Bermotor)/ SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan), serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur.

Contoh 1 :

1. Merk dan tipe kendaraan : MITSUBISHI STRADA CR 2.8AM 

2. Tahun pembuatan : 2013

3. Jenis : Mobil Barang (Pick Up)

4. Tarif Pajak : 0,5% ( Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 85 Tahun 2013).

Pada Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB/SWDKLLJ (lampiran L) 

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember telah membayarkan 

kewajiban perpajakannya pada tanggal 01 Desember 2014 ke kantor SAMSAT 

(Sistem Admnistrasi Manunggal Satu Atap) wilayah Patrang dengan jumlah Pajak 

Kendaraan Bermotor yang dikenakan adalah Rp 1.495.000,- dan SWDKLLJ yang 

dikelola atas kerjasama dengan Jasa Raharja sebesar Rp 163.000,-. Karena Dinas 

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember membayarkan kewajiban 

perpajakannya sebelum jatuh tempo yang sudah ditentukan maka Dinas 

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember tidak dikenakan sanksi administrasi 

atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Maka total 

keseluruhan yang dibayarkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten 

Jember adalah sebagai berikut :

Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor + SWDKLLJ = 1.495.000 + 163.000

= 1.658.000
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Selain itu Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember dikenai biaya 

parkir berlangganan yang dikelola atas kerjasama Dinas Perhubungan dengan 

SAMSAT Jember sebesar Rp 40.000,-.

Jatuh tempo untuk tahun berikutnya tertera tanggal 06 Desember 2015.

Contoh 2 :

1. Merk dan tipe kendaraan : Timor/S 515 I

2. Tahun pembuatan : 1999

3. Jenis : Mobil Penumpang (Sedan)

4. Tarif Pajak : 0.5% (Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 85 Tahun 2013)

Pada Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB/SWDKLLJ (lampiran N) 

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember telah membayarkan 

kewajiban perpajakannya melebihi tanggal jatuh tempo yang seharusnya yaitu pada 

tanggal 08 Mei 2014 dan pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten 

Jember membayarkannya pada tanggal 19 Juni 2014. Jumlah Pajak Kendaraan 

Bermotor yang dikenakan adalah sebesar Rp 270.000,- dan SWDKLLJ yang 

dikelola atas kerjasama dengan Jasa Raharja sebesar Rp 143.000,- . Karena Dinas 

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember telat membayarkan kewajiban 

perpajakannya maka dikenakan sanksi sebesar Rp 100.000,-. Maka total 

keseluruhan yang dibayarkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten 

Jember adalah sebagai berikut :

Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor + SWDKLLJ + Sanksi Adm

= 270.000 + 143.000 + 100.000

= 513.000

Selain itu Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember dikenai biaya 

parkir berlangganan yang dikelola atas kerjasama Dinas Perhubungan dengan 

SAMSAT sebesar Rp 40.000,-.

Jatuh tempo untuk tahun berikutnya adalah tanggal 08 Mei 2015.
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BAB 5 PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut penulis menyimpulkan :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dipungut berdasarkan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Pengenaan besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Timur

berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun

2013.

3. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember telah

melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membayar Pajak

Kendaraan Bermotor dengan baik dan benar.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan :

1. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember tetap

mempertahankan dan  lebih meningkatkan  kesadaran atas

kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan membayarkan

Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Agar pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan secara

online, lebih mudah dan praktis.
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